PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 25 TAHUN 1964
TENTANG
KEBl JAKSANAAN EKONCM  DAN KEUANGAN UNTLK MENGATAS]
KEADAAN SEKARANG DAN WAKTU DEKAT

KAM , PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A/ PANGLI VA BESAR
KAVANDO TERTI NG3 CPERAS  EKONCM,

Meni nbang:

a. Bahwa untuk nenperkuat daya tahan revol usi kita perlu adanya suatu
kebi j aksanaan ekonom dan keuangan yang tegas yang dapat nenbebaskan
kita dari kepungan ekonoms fihak |awan dal am rangka pengganyangan
terhadap apa yang dinanakan "Ml aysia", yang dapat menanggul angi
kesulitan-kesulitan kita dewasa ini, guna nenstabilkan tingkat
kehi dupan rakyat yang |ayak dan yang dapat nendobrak kenacetan-
kemacetan dan ketidak lancaran lalu-lintas ekonom dan keuangan
negara kita serta dapat nenstabilkan penbiayaan negara nenurut
tujuannya, tidak duplikatif, efektif, efisien dan ekonoms guna
t er capai nya tri pogram Peneri nt ah.

b. Bahwa kita harus nel aksanakan politik ekonom yang berdiri di atas
kaki kita sendiri.
C. Keadaan per ekonom an dan keuangan Negara kita dewasa ini menghar uskan

dan newajibkan kita untuk bertindak hemat, cernat, dan teliti serta
berl aku sederhana sehingga segala tenaga alat-peralatan dan uang
serta sunber-sunber lainnya yang tersedia pada kita sekarang ini
harus kita gunakan seefektif, efisien dan ekonoms nmungkin yang
sebagi an besar harus digunakan untuk keperluan produksi yang harus
nenghasi | kan bar ang-barang yang kita perlukan. Hal demkian itu harus
di j al ankan secara konsekwen apabil a kita nenghendaki suatu hasil yang
di harapkan, dan refleksi ini harus terlihat pada pola konsunsi yang
sederhana tetapi |ayak.

d. Adanya interdepensi |ingkaran antara pol a- pol a konsunsi, produksi dan
inpor yang nutlak harus diikuti dan dijal ankan untuk nencapai tuj uan-
tujuan tersebut di atas yang harus pula selalu terarah dan selalu
tertib serta harnonis.

Mengi ngat :
Pasal 22, 23 dan 29 Dekl arasi Ekonom kam tanggal 28 Maret 1963.

Menper hat i kan:
S dang Gabungan Komando Tertinggi -Konando Tertinggi perasi Ekonom pada
tanggal 28 April 1964 di Jakarta.
MEMUTUSKAN :

Menet apkan:
KEBl JAKSANAAN UMM EKONOM  DAN KEUANGAN  PRESI DRV PANALI MA BESAR  KOVANDO
TERTI NG CPERASI EKONOM  SEBACGAI BER KUT:

UMM

Pert ana:
1. Pada dasarnya segala usaha dan kegiatan di bidang ekonom dan



keuangan kita dewasa ini harus dipusatkan kepada usaha-usaha
penenuhan kebutuhan kita oleh kita sendiri (swasenbada usaha) dan
oleh karena itu kegi atan-kegi atan dan usaha-usaha terbesar harus
tertuju kepada infra-struktur dan produksi yang dapat nenghasilkan
kebut uhan pangan, sandang, barang-barang kebut uhan | ai nnya yang bi asa
di dapat dengan inpor dan barang-barang untuk ekspor guna menper ol eh
devisa. Akibat dari pada penusatan usaha-usaha dan kegi at an- kegi at an
itu, politik perdagangan luar negeri kita harus dengan cerdik
ditujukan untuk nencapai pasaran bebas yang menguntungkan sesuai
dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif guna nendapat kan
keuntungan nateriil yang sebesar-besarnya bagi Nusa dan Bangsa.
Hasi | -hasi| devi sa yang di perol eh dari perdagangan ini sebagi an besar
harus hanya ditujukan untuk nenperoleh barang-barang inpor guna
produksi dan segal a sesuatu yang akan nenudahkan dan nel ancar kannya
serta tindakan-tindakan dal am bi dang noneter dan keuangan terutana
hanya untuk nelayani keperluan penbiayaan sasaran proyek- proyek
produksi yang selektif yang telah ditentukan sesuai dengan usaha-
usaha tersebut di atas. Dan ol eh karena itu, penentuan al okasi devisa
yang tersedi a hanya di | akukan ol eh Komando Tertinggi (perasi Ekonom .

Untuk dapat nenggi atkan dan nendorong pesertaan nasyarakat, para
produsen yang dinmaksud di atas dan nereka yang nenberikan jasanya
dal am bi dang pengangkut an/ per hubungan bai k perorangan naupun yang
tergabung atau akan tergabung dalam suatu usaha bersama yang
terorgani sasi kan, Penerintah harus nenberi bantuan seperlunya dal am
arti nenmudahkan nereka dal am nenperol eh bahan-bahan atau al at-al at
yang diperlukan, pengangkutan hasil-hasilnya serta binbi ngan yang
positif untuk tertib, l|ancar dan amannya segal a sesuat u dal am bi dang
produksi ini.

Untuk efektif dan efisiennya pelayanan terhadap kepentingan
nasyarakat dan rakyat unummya yang nenguntungkan, prinsip-prinsip
ekonom harus ditaati, sehingga baik Perusahaan Negara maupun
Perusahaan Snasta berlonba-lonba nengejar efisiensi yang akan
nengunt ungkan rakyat, untuk ini ketentuan-ketentuan dan fasilitas-
fasilitas terhadap baik Perusahaan-perusahaan Negara naupun
Per usahaan- perusahaan Saasta harus sama, sehingga nenaksa dan
nendorong nereka ke arah perbaikan organisasinya, penbi naan
(managenent ) nya naupun usaha- usahanya.

O sanping perbedaan pokok ditinjau dari sudut fungsinya di nana
Per usahaan- perusahaan Negara bergerak di sektor yang sangat vital
ber dasar kan kepenti ngan Nasional dan kepentingan ekonom nasi onal
per bedaannya dalam hal ini hanya terletak pada kapital, yang satu
kapi tal Negara dan yang | ai nnya kapital Snasta atau nasyar akat .

Kepada usaha-usaha tersebut di atas yang efektif dan progresif yang
dapat nenbantu Pererintah dalam nelancarkan, nenstabilkan dan
nenganankan usaha-usaha tersebut di atas, diberikan fasilitas-
fasilitas dan bantuan-bantuan seperlunya dalam nelancarkan dan
neni ngkat kan usaha- usahanya supaya |ebih nenguntungkan pel ayanan
nasyar akat dan rakyat unummya.

Bagi usaha-usaha yang nenunjukkan arah yang sebal i knya |ebih-I|ebih
yang nerugi kan rakyat ataupun Negara di adakan tindakan-tindakan yang
tegas yang dapat nencegahnya. Dengan dem ki an pengerahan dana dan



10.

tenaga serta sunber-sunber |ainnya baik dari Negara, Saasta naupun
nmasyar akat di anggap progresif apabila sejal an dengan urgensi - program
Pener i nt ah.

Kepada Wsaha-usaha tersebut di atas untuk nenjaga kontinuitas dan
kel angsungannya harus di beri kan jam nan-jamnan ol eh Penerintah yang
berupa perlindungan baik jamnan untuk Kkelangsungan usaha-usaha
produksi nya maupun perlindungan terhadap barang-barang buatan | uar
negeri, oleh karena itu jenis barang-barang yang diinpor di antaranya
harus dituj ukan kepada usaha-usaha ini.

Pol a- pol a konsunsi, produksi dan ekspor harus di buat sedem ki an rupa
sehi ngga pol a konsunsi bersifat sederhana tetapi |ayak, pola produksi
di sesuai kan dengan kebut uhan pol a konsunsi dan pol a ekspor, sedangkan
pol a ekspor disesuai kan dengan kebutuhan nenperoleh devisa guna
nel ancar kan dan nengenbangkan produksi, alat-alat pengangkutan dan
per hubungannya dal am el ancar kan di stri busi .

Pada dasarnya, kecuali yang akan dilakukan oleh dan atas kapital
Snasta atau masyarakat atau canpuran antara Snasta/ nasyarakat dan
Negara atau karena aki bat penghentian inpor sesuatu barang, barang-
barang itu tetap diperlukan adanya dan dipakai oleh urmum tidak
nengadakan proyek-proyek baru, tetapi sifatnya rehabilitasi atas
produksi yang al at-al at nya sudah ada.

Untuk terlaksananya usaha-usaha tersebut di atas yang nenerl ukan
penghenatan dan pengerahan segala dana, alat- peralatan, barang-
barang dan sunber-sunber |ai nnya guna dapat nel akukan penbi naan atas
barang-barang itu seefektif-efektif dan sebai k-bai knya naka segal a
al at - peral at an dan barang-barang terutana  kendar aan, al at
pengangkut an, gedung tenpat penyi npanan dan al at-al at produksi serta
transpor |ai nnya harus di daftarkan dan di bukukan dengan bai k sehi ngga
di ket ahui yang ada sekarang, yang di si npan, yang di pakai, yang rusak,
yang hilang atau dijual kenbali serta segala alasan yang
nengaki bat kannya. Dem ki an juga al at - peral atan dan harta-benda Negara
lainnya baik yang ternmasuk sesuatu departenen naupun Badan
Peneri nt ah/ Negar a | ai nnya.

Unt uk nenghi ndar kan si npang-si ur dan dupl i kasi serta tidak efektifnya
segal a persetujuan di bi dang ekonom dan keuangan dengan | uar negeri
baik di bidang perdagangan, penbelian, produksi maupun di bi dang
| ai n-1ai nnya untuk efektifnya pengendal i an koordi nasi, pengawasan dan
pengamanan, naka hal-hal demkian hanya dilakukan atas perintah
Presiden/ Panglinma Besar atau WAkil Panglinma Besar Komando Terti nggi
perasi Ekonom setel ah diselidiki, diperiksa dan diuji bahwa hal - hal
ini tidak bertentangan satu sana lain, tidak duplikatif dan sesuai
dengan arah dan usaha-usaha tersebut di atas

Untuk nencapai usaha-usaha tersebut di atas atau mendobrak hal -hal
yang nenghal ang- hal angi at au nenghanbat kel ancaran, kel angsungan dan
keamanan usaha-usaha itu, dengan nenyanpai kan segal a ketentuan dan
prosedure yang berlaku, Komando Tertinggi Qperasi Ekonom akan
bertindak |angsung kepada badan/penjabat yang bersangkutan atau
| angsung nengendal i kan per soal an yang nmenyangkut nya.



Kedua: KEUANGAN DAN MONETER

1.

Sebagai nana tel ah disinggung di atas, nengenai kebijaksanaan ekonom

dan keuangan pada unummya, naka dal am nenentukan kebijaksanaan

keuangan, perlu dijelaskan |agi sangkut-pautnya dengan bi dang- bi dang

nonet er dan keuangan:

a. Kebi | aksanaan keuangan kita ditujukan kepada segi-segi konsunsi
produksi dan infrastruktur yang disertai dengan sistim noneter
yang sehat supaya usaha-usaha di bidang tersebut di atas |ancar

jalannya. Dasar kebijaksanaan di bidang konsunsi ialah
nenst abi | kan tingkat penghi dupan yang seder hana tetapi | ayak.
b. Quna nenstabi | kan tingkat penghi dupan itu, dasar kebijaksanaan

dalam bidang produksi harus diarahkan kepada penenuhan
kebut uhan swasenbada usaha di mana soal -soal pangan, barang-
barang ekspor, sandang dan bahan-bahan baku/ penol ong serta
spareparts dan nesin-nesin untuk nenjamn penel i haraannya
nendapat prioritas.

C. Kebi j aksanaan di bidang infrastruktur terutana transpor, ialah
nenperbai ki jalan-jalan darat dan air serta nerehabilitasi
alat-alat transpor dan tidak dibenarkan nenginpor alat-alat
pengangkutan yang tidak produktif. DO sanping itu pelayaran
Nasi onal direhabilitasi kan dan di kenbangkan. Pengerahan al at -
alat transpor ini disesuai kan dengan urgensi Program Penerintah
dal am bi dang produksi, bai k sektorial naupun regional .

Unt uk nencapai tuj uan usaha-usaha tersebut di atas, diperlukan adanya

suatu si stimnoneter yang sehat;

a. yang sei nbang dan seirana dengan proses perkenbangan ekonom ;

b. yang penggunaan devisanya tidak ditujukan senata-mata untuk
nengur angi defisit Pererintah dan tidak  nengut anmakan
perdagangan | uar negeri sebagai sunber penghasilan Negara untuk
nendapat kan rupi ah, tetapi menggunakan devi sa untuk usaha- usaha
yang dapat nmerealisasi kan pol a-pol a konsunsi, produksi, ekspor
dan i nfrastrukt urnya.

C. yang nenpunyai perdagangan yang sehat. Ini tidak dapat di capai
hanya dengan nerobah kurs valuta, akan tetapi suatu persoal an
j amnan hukum dan produksi serta suatu politik perdagangan yang
bebas dan cerdi k serta mengunt ungkan ekonom nasi onal .

Untuk dapat nenjal ankan politik noneter yang seinbang dan seirana,
alat-alat noneter akan di kerahkan kepada tujuan-tuj uan usaha-usaha
tersebut di atas. Alat-alat noneter itu ialah anggaran penerinaan dan
pengel uaran Negara serta anggaran peneri maan dan pengel uaran devi sa.

Monet er Luar Negeri .

a. Politik devisa pada dasarnya harus ditujukan untuk nenperol eh
alat-alat penbayaran luar negeri serta nenghenmatnya untuk
keper| uan-keperluan yang berguna bagi rakyat dan jamnan
l'i kwi ditas dan sol vabilitas negara.

b. Penggunaan devisa ditujukan kepada tercapainya stabilitas
ti ngkat penghi dupan yang sederhana. Q eh karena itu sebagai nana
di naksud di atas, barang-barang newah dan set engah mewah untuk
nendor ong penbuatan sendiri di dal amnegeri tidak bol eh dii npor



lagi, sekalipun untuk ini masih terbuka kenungki nan Dberupa
bantuan atau pi njaman dari fihak nanapun.

Monet er Dal am Negeri .

a. Politik perpajakan sekarang ditujukan supaya nengandung
insentif bagi pelaksanaan program rehabilitasi produksi dan
disinsentif terhadap berbagai corak konsunsi yang tidak sesuai
dengan pola konsunsi yang sudah disederhanakan sebagai nana
di maksud di atas.

b. Paj ak tidak | angsung:

1) Ekspor tidak akan di bebani pajak tidak | angsung.

2) | npor bahan dan al at-al at untuk produksi seperti di naksud
di atas baik di bidang pertanian/agraria, industri maupun
jasa tidak di bebani pungutan apapun.

3) Barang-barang konsunsi lainnya secara selektif baik
kwantitatif rmaupun kwalitatif dibebani pajak tidak
langsung di nmana terjalin unsur proteksi bagi produksi
dal amnegeri terhadap sai ngan produksi |uar negeri .

C. Paj ak | angsung:

1) O adakan insentif berupa taxholiday, fiscal pardon dan
politik penyusutan untuk sektor-sektor produksi, sandang,
jasa-jasa terutama perhubungan/ pengangkutan dan barang-
barang ekspor. Dalam hal terjadi penbukaan daerah-
produksi baru diberikan insentif yang graduil |ebih
besar .

2) Sebai knya diadakan disinsentif yang berupa perbedaan
dal am penentuan tarif pajak antara keuntungan Usaha-usaha
biasa dan keuntungan Wsaha-usaha yang nelayani dan
nel aksanakan ur gensi - pr ogr am Pener i nt ah.

3) Penggunaan pendapat an rmaupun nodal yang nenyi npang dari
tingkat penghi dupan yang sederhana |ayak dibebani pajak
| angsung yang tarifnya progresif.

4) Pemlik nodal yang tidak nenggunakan kesenpat an
nenperol eh fiscal pardon di kenakan pajak |angsung tanpa
pengecual i an.

Per kredi t an.
Mengi ngat pasaran nodal dan uang untuk sebagian besar (lebih dari
tuuh puluh persen) masih bergerak di luar pasaran yang

terorgani sasi kan atau secara jelasnya tidak nelalui perbankan,

sedangkan vol une kredit yang di beri kan ol en bank-bank Penerintah dan

Snasta hanya lima puluh persen saa yang dibiayai uang yang

dititipkan nasyarakat kepada bank, di mana hal demkian di sebabkan

karena mnat masyarakat sedikit sekali, mnaka kebijaksanaan untuk
nenj al ankan  peraturan-peraturan Bank Indonesia dalam bidang
pengawasan dan sel eksi kredit harus dil akukan dengan nengadakan:

a. Suatu pilihan (screening) yang objektif terhadap bank- bank
yang sudah ada berdasarkan atas syarat-syarat |ikw ditas dan
solvabilitas serta adanya kehendak baik dari bank yang
bersangkutan untuk nel aksanakan politik perkreditan yang
di kehendaki ol eh Penerintah dal am bat as- bat as kenmanpuannya.
Bank-bank yang ternyata tidak nenenuhi syarat-syarat tersebut
harus dilikw dasi kan.

b. perluasan jaringan bank dengan penanbahan cabang-cabangnya



set el ah screeni ng sel esai .
Unt uk nenudahkan usaha-usaha tersebut dan nendekat kan perbankan ke
dal am rangka Sosialisme Indonesia nmaka di antaranya, hal-hal yang
nengenai ekspor dan inpor (exim dari Bank Koperasi Tani dan Nel ayan
dil epaskan dari Bank Rakyat, yang kenmudian bank Rakyat ini
diintegrasikan pada Bank Indonesia dan nenjadi bagian dari Bank
S rkul asi .

Ketiga: PROIDKS DAN D STR BUS .

1.

Tel ah nenj adi ketentuan bahwa untuk dan mulai tahun 1965 tidak akan
nengi npor beras lagi, naka oleh karena itu produksi bahan nakanan
betul -betul harus diintensifkan dan diperbesar sehingga dapat
nencukupi  kebutuhan seluruh rakyat. Penananan padi, jagung dan
pal aw ja serta bahan pangan |ainnya harus dipergiat dan ol en karena
itu perbai kan dan penbuatan irigasi-irigasi, bendungan-bendungan dan
sal uran-sal uran air serta penghijauan hutan terutama di Jawa nendapat
prioritas yang utana, demki an juga proyek pengairan Jatiluhur harus
sel esai pada waktunya dan tidak bol eh nel anpaui tahun 1966.

Produksi bahan sandang dal am negeri harus di pergi at dan diintensifkan
sehi ngga dapat nenenuhi kebut uhan sandang sel uruh rakyat dal am pol a
konsunsi sederhana tetapi |ayak.

Hasi | -hasi| pertanian, perkebunan, perikanan dan kerajinan rakyat
harus terorgani sasikan dalam arti secara sukarela tetapi nendapat
bi nbi ngan dari Penerintah sehingga dapat berkenbang dal am rangka
prinsip-prinsip ekonom yang nasing-nasing nenuju efisiensi dan
opti num Perusahaan- per usahaan Dagang Negara yang ber sangkut an unt uk
hubungan pertukaran barang (nenjualkan atau nenbelikan barang
kel ebi han/yang di but uhkannya) baik antara penbeli dengan penjual,
penghasi | yang satu dengan yang lainnya naupun antara
daerah/kepulauan yang satu dengan lainnya bertindak sebagai
penghubung yang aktif sehingga |al u-lintas perhubungan ekonom rakyat
| ancar dan nengunt ungkan nereka serta masyarakat dan rakyat unumya.
Jadi Perusahaan- perusahaan Dagang Negara dal am hal ini bertindak dan
berl aku sebagai penberi jasa dal am nel ayani kepentingan nasyarakat
dan di benarkan nenarik upah jasa sanpai setinggi-tinggi nya sepul uh
persen. Untuk barang-barang yang dapat diekspor ke luar negeri
bertindak sebagai penbel i dan  pengunpul setelah diketahui
per m nt aannya akan sesuatu barang yang dapat di ekspor sehi ngga dapat
di beritahukan kepada rakyat berapa yang perlu dihasilkan atas
permntaan itu, supaya tidak akan nerugi kan rakyat yang nenjadi
produsen. Apabila dikenakan pajak atas sesuatu barang yang nereka
jual, maka Perusahaan Dagang Negara ini bertanggung jawab atas
penungut an dan penyet or annya.

Hasi| pertani an/ perkebunan dari Perkebunan- per kebunan Negara untuk
ekspor kecuali gula tidak boleh dijual di dalam negeri dan harus

sel uruhnya  di ekspor. Hasi | penj ual annya  di kenbal i kan  kepada
Per kebunan Negara yang bersangkut an dal am bent uk rupi ah. Penbi ayaan
untuk  neni ngkatkan  hasi | dan mutu  produksi serta untuk
nerehabi | i tasi kannya  di dasarkan at as hasi | penjual an  yang

di perol ennya dan kredit-kredit dari Penerintah nel al ui bank-bank yang



bersangkutan, dan oleh karena itu Perkebunan-perkebunan Negara
khususnya dan Perusahaan-perusahaan Negara unummya harus berj al an
betul -betul sebagai suatu perusahaan yang harus tunduk kepada hukum
hukum ekonom dan nenbayar segal a paj ak-paj ak sama seperti suatu
Per usahaan Snast a.

Untuk dapat nenilai progresi tiap-tiap Perusahaan Negara harus
di adakan inventarisasi dan penilaian kenbali yang terkendalikan dan
terawasi atas segala harta benda Perusahaan-perusahaan Negara ini,
demki an juga segal a debet dan kreditnya. Segal a kegi atan dan usaha
Per kebunan- per kebunan Negara harus dituj ukan kepada peni ngkatan dan
per bai kan hasil serta nmutu terutana dal am nerehabilitasi kannya supaya
nenperol eh hasil ekspor yang nenguntungkan. Untuk nenjaga keanmanan
hasil serta nelindungi nya, berhubung banyaknya pencurian-pencurian
yang terorgani sasi kan terutana pada perkebunan- perkebunan karet, naka
Departenen Kepolisian di  sanping nenperhatikan penjagaan dan
pengananan |ain-lainnya supaya nengatur secara seksama dan teliti
penj agaan- penj agaan serta pengananan- pengananan per kebunan- per kebunan
ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang nerugi kan dan bertindak
dengan tegas terhadap segal a penyel enengan pel anggaran dan kej ahat an
itu.

Untuk nenperlancar produksi guna ekspor dan pengawasan serta
bi nbi ngannya sehingga sesuai dengan tujuan dan program Penerintah,
maka "trade centre" harus diintensifkan, di mana unsur-unsurnya
terdiri dari Perusahaan-perusahaan (Dagang) Negara dan perusahaan-
perusahaan |ainnya yang didirikan oleh Penerintah terutama yang ada
di daerah di nana produksi ekspor dapat dihasilkan, diberi tugas
unt uk nendor ong neni ngkat kan dan nenper bai ki mutu hasi| produksi para
produsen itu serta nengadakan pendaftaran dan pengawasannya secara
efektif dengan jalan nenberikan kredit-kredit dan insentif-insentif
ekonom kepada nereka berdasarkan atas kesanggupan dan kenanpuan
nereka untuk nenghasil kan sesuatu guna ekspor nenurut syarat-syarat
dan keharusan-keharusan yang ditetapkan ol eh dan kenanpuan nereka
untuk nenghasilkan sesuatu guna ekspor nenurut syarat-syarat dan
kehar usan- keharusan yang ditetapkan ol eh dan sesuai dengan program
Pener i nt ah.

Koper asi - koperasi dan usaha-usaha swasta yang ada dapat diikut-
sertakan kepada trade-centre itu sepanjang nenpunyai kenmanpuan dal am
nenbant u usaha-usaha tersebut di atas yang nenguntungkan bai k unt uk
rakyat - produsen naupun Penerintah. Perlu dijelaskan bahwa "trade-
centre" ini tugasnya hanya nendorong para produsen untuk neni ngkat kan
hasi| dan nenperbai ki nmutu produksi nya serta nenor nal kan per dagangan
daer ah/ dal am negeri .

Untuk nelancarkan distribusi terutana distribusi kepada rakyat,
sebagai nana disinggung juga dalam 3 di atas, naka atas permntaan
rakyat nenurut kebi asaan waktu tertentu (seperti setiap nusim panen
dan sebagainya) di nmana nereka nenbutuhkan sesuatu barang,
Per usahaan- perusahaan Dagang Negara secara aktif nenyedi akan dan
nensuppl y barang- barang (bai k pangan, sandang nmaupun al at-al at) yang
nereka butuhkan. Hal demkian dapat dil akukan pada waktu pengunpul an
barang-barang hasil produksi nereka baik untuk dijual naupun untuk
dibeli sendiri oleh Perusahaan Dagang Negara seperti barang- barang
yang dapat diekspor tadi. Qeh karena itu Perusahaan-perusahaan



DCagang Negara harus nenyusun organisasi perdagangan yang dapat
| angsung nel ayani rakyat bai k sebagai rakyat produsen nmaupun sebagai
rakyat konsunen. Qganisasi itu dapat berupa toko, warung atau
pedagang kel iling dengan nenakai al at pengangkut an yang dapat nenbawa
barang dan nelayani rakyat banyak, atau dengan nenggunakan usaha-
usaha nasyarakat/rakyat/swasta yang sudah ada. Titik berat dal am
nenbent uk organi sasi sebagai alat-distribusi ini, ialah efektivitas,
efi siensi dan ekonom. Dari ketentuan tersebut di atas jel asl ah bahwa
Qoganisasi yang demkian itu tidak untuk kota-kota tetapi untuk
daerah-daerah luar kota. Whtuk kelancaran distribusi ini penguasa
al at-al at pengangkutan terutama yang di kuasai ol enh Penerintah harus
nenberi kan bantuan sepenuhnya serta nenberikan fasilitas-fasilitas
yang di per | ukan.

Ostribusi beras selama nasih didatangkan dan dibagi kan ol eh
Penerintah harus benar-benar diterima ol eh yang berhak. O sanping
itu untuk daerah-daerah beras di nana beras yang dihasilkan di situ
dapat dibeli di situ, baik untuk rakyat umum naupun untuk pegawai
penerintah tidak di adakan dan di berikan jatah beras. Pegawai - pegawai
Peneri ntah yang berada di daerah-daerah ini hanya diberi uang selisih
antara harga beras yang harus dibelinya dan uang yang bi asanya
di kel uar kan untuk nendapat penbagi an beras. Penbagi an beras di daerah
di nmana tidak rmungkin dilakukan hal-hal tersebut di atas harus
di dasarkan atas jumiah orang yang berhak neneri manya. W usan Pegawai
atau dinas Personal i a Badan-badan Peneri nt ah/ Negara yang ber sangkut an
bertanggung jawab atas kebenaran juntah Pegawai/Personil yang berhak
neneri nanya, dan dapat dituntut atas penberian angka yang tidak
benar. Badan/Yayasan Penerintah yang ditugaskan nenbagi kan dan
nenberi kan jatah beras benar-benar nenelitinya dan dapat dituntut
pula atas penberian jatah yang didasarkan atas angka yang tidak
benar. Penbagian beras ini harus sama jumahnya bagi setiap orang
yang ber hak neneri nanya.

Sesuai dengan pol a konsunsi yang baru, maka sistimdistribusi harus
benar-benar nendapatkan perhatian sehingga penyal uran/ penbagi an
bar ang- barang dapat sanpai kepada yang berhak nenerinmanya tanpa ada
pengur angan sedi kitpun. Mka untuk kel ancaran dan ketertiban serta
pengamanan usaha-usaha tersebut di atas di sanping pengawasan dari
Penerintah, pesertaan pengawasan dari rakyat sendiri diperl ukan
sehingga segala pelayanan terhadap masyarakat itu betul-betul
di | aksanakan sebagai mana harusnya dan hal -hal yang nerugi kan dapat
di cegah.

Keenpat : PERHUBUNGAN DAN PENGANCKUTAN

Per hubungan Laut .

1.

Untuk nenecahkan kesulitan-kesulitan dal am bidang perhubungan dan
pengangkut an, terutana di nana sasaran utana dal am nenecahkan soal
ini yang nenjadi salah satu kuncinya adal ah pelabuhan, di nana
perhubungan laut nenjadi kunci pula untuk perhubungan darat, naka
prioritas utama harus diberikan kepada |angkah-1angkah untuk
nendobr ak kenacet an- kenacetan it u.

QO gani sasi/instansi penguasa pel abuhan yang ada sekarang di bubarkan



dan nengganti nya dengan nenbent uk suatu organi sasi di nmana hanya ada
satu organisasi dan satu pusat yang dapat nenentukan segal a
sesuat unya (one deci sion nmaki ng centre) di nana Peneri nt ah/ Depart enen
yang bersangkutan dapat nenuntut tanggung-jawabnya sepenuhnya. D
sanping itu perhubungan laut dan sungai harus diperbai ki dan
dilancarkan sehingga lalu-lintas ekonom terutana perdagangan
interinsuler lancar jalannya. Qeh karena itu pel abuhan-pel abuhan
harus diperbai ki dan al at-alat angkutan air/laut yang ada di pelihara
dengan bai k sehi ngga dapat nel aksanakan fungsi nya dengan seksana.

Per hubungan Dar at .

Cal am nenmecahkan kemacetan perhubungan di darat, akan di utanakan

kepada perbaikan jalan-jalan terutama yang nenghubungkan sunber -

sunber dan pusat-pusat produksi teristinewa produksi hasil rakyat
seperti hasil bum, kerajinan rakyat dan hasil rakyat |ai nnya.

Untuk el ayani perhubungan dan pengangkutan nasyarakat dan

nel ancar kan segal a usahanya ternasuk untuk nel ancarkan distribusi dan

penberi an supply kepada usaha- usaha produksi nasyarakat itu naka:

a. inpor spare-parts al at-alat kendaraan bernotor ditujukan untuk
nerehabilitasi kendaraan bermotor yang ada supaya dapat
nel aksanakan fungsinya nelayani rmasyarakat dal am bi dang
penberi an jasa seperti yang di maksud di atas.

b. kendaraan Penerintah yang keadaan penyusutan lebih dari |ina
pul uh persen akan di kerahkan untuk nel ayani keperl uan tersebut
di atas dengan cara nenjual nya kepada usaha-usaha nasyar akat
atau usaha-usaha swasta yang ada yang nenenuhi syarat dan
nenpunyai kesanggupan serta kermanpuan unt uk nenberi kan j asa.
Lang hasil penjualan tersebut tidak akan diterima oleh
Penerintah tetapi sebagai saham Negara yang diteri nakan kepada
usaha-usaha itu yang akan nerupakan usaha canpuran Saasta-
Penerintah atau Peneri nt ah- Masyar akat dal am bent uk canpuran dan
nodal nasyarakat terutana dari penduduk daerah yang akan
di | ayani nya, sehingga nereka akan ikut bertanggung-jawab dan
i kut nengawasi atas bai knya segal a pel ayanan terhadap nereka

sendiri. Unt uk nenudahkan pengawasan  dan  permntaan
per t anggungan- j anabnya, maka  pel aksanaannya, sepenuhnya,
di serahkan kepada ner eka nasi ng- nasi ng.

C. nengi ngat kebi j aksanaan yang | ebi h nengunt ungkan inpor spare-

parts, sedangkan penenuhan perlengkapan bannya akan dititik-
ber at kan kepada produksi yang ada di dal am Negeri, naka pabri k-
pabrik ban God Year dan Intirub akan di kerahkan supaya dapat
berjal an dan berproduksi dengan daya kenanpuan yang sebesar -
besarnya (fullrated capacity). Qeh karena itu bahan baku dan
Spare-parts beserta alat-alat pengganti dan untuk kel angsungan
penel i haraan serta suksesnya produksi yang di harapkan, barang-
barang ini diinpor secara teratur dan nenurut konposisi yang

di but uhkan.

d. Mengenai  perhubungan pengangkutan kereta-api di  sanpi ng
nerehabi litasikan alat-alat yang sudah ada, nenel i hara
efi si ensi penggunaannya dan  nengusahakan intensifikasi
penenuhan pel ayanan r akyat / masyar akat di bi dang

per hubungan/ pengangkut an i ni, di utanakan peneliharaan keananan
lalu-lintas perjalanannya istinewa kesenpurnaan dan keananan
rel-rel-bannya sehingga tidak terulang lagi  kecel akaan-



kecel akaan dem ki an juga ketertiban penunpang-penunpang serta
penjual an karcisnya sehingga dapat dihindarkan kerugi an-
kerugi an bai k rakyat/penunpang nmaupun Negara. DO sanping itu
harus diusahakan intensifikasi penbuatan sendiri wagon-wagon
dan kereta-kereta penunpang yang dapat nenenuhi keperl uan
rakyat/ penunpang bai k kwantitas mnaupun kwalitasnya dan dapat
nenj amn keananan dan ketertiban tenpat bagi nya.

Per hubungan Wdar a.

Cal am bidang pelayanan perhubungan udara untuk dapat nel ayani
terutama perhubungan antar-daerah/pul au secara efektif di sanping
harus nerehabilitasi alat-alat yang ada, |andasan-|andasan pel abuhan
udara harus di senpurnakan, dan al at-alat serta keperluan navi gasi nya
harus | engkap sehi ngga pel abuhan- pel abuhan udara dapat nel aksanakan
fungsi nya dengan bai k dan saksama, bai k di siang hari naupun di waktu
malam DO sanping itu GIl.A sebagai suatu perusahaan perhubungan
udara harus naju dan nengenbangkan perusahaannya dari hasil dan
usahanya sendiri .

Tel ekonmuni kasi .

Untuk nel ancarkan perhubungan berita, baik untuk Penerintah maupun
untuk nenperlancar lalu-lintas perekonoman nasional terutana di
bi dang ekspor naka tel ekomuni kasi harus di senpur nakan supaya segal a
hubungan penberitaan cepat dan teliti sehingga dapat efektif dan
efi si en di pergunakan. Perlu ditekankan bahwa | anbat nya penberitaan di
bi dang ekspor dan perdagangan unummya berarti kerugian yang besar
bagi peneri ntahan dal am nenper ol eh devi sa.

Kel i ma: | MPCR DAN EKSPCR

1.

Kebi j aksanaan inpor disesuai kan dengan kebutuhan produksi guna
nenghasi | kan kebut uhan pangan, sandang, pengganti barang-barang yang
di i npor dan untuk ekspor:

a. | mpor untuk kebutuhan produksi pangan, ialah pupuk dan obat -
obat an unt uk t ananman.
b. Inpor untuk kebutuhan produksi sandang, ialah bahan baku

nenurut kwalitas dan konposisi yang dibutuhkan, nesin-nesin
tenun dan pemntalan beserta alat-alat pengganti dan untuk
keper | uan penel i har aannya seperti spare-parts dan | ai n-lai nnya.

C. | mpor untuk kebutuhan produksi barang-pengganti, barang-barang
yang biasa diinpor, pertanma-tama di utamakan bahan-bahan unt uk
produksi  ban-ban kendaraan yaitu bahan baku dan bahan
perl engkapannya serta alat-alat penggantinya seperti spare-
parts dan | ain-lain guna neneli hara kel angsungan pr oduksi nya.
O sanping itu bahan-bahan serta alat-alat dan nesin-nesin
pengganti untuk keperl uan tanbang-tanbang seperti untuk Tanbang
Bras G kot ok untuk keperluan infrastruktur terutana bahan-bahan
yang di perl ukan untuk penbuatan jal an-jal an, jenbat an-j enbat an,
irigasi-irigasi dan bendungan-bendungan teristinmewa mengenai
bajanya. Demkian juga barang-barang untuk neningkatkan dan
nenai kkan mutu produksi hasil laut kita, teristinmewa perikanan
| aut supaya dapat di perol eh hasil yang sebesar - besar nya.

d. Inmpor untuk produksi industri dan pertanbangan di dasarkan
kepada bahan-bahan baku/penolong dan barang- barang yang



di but uhkan unt uk kel anj utan dan kebai kan produksi nya.

2. Ber hubung dengan politik inpor tersebut di atas kecual i barang-barang
untuk keperluan produksi dan infrastruktur serta beras yang tel ah
di rencanakan penbel i an dan permasukannya tahun 1964 ini, barang- barang
| ai nnya sepanj ang nenggunaka devi sa Negara tidak bol eh diinpor |agi.

3. Dal am rangka politik ekonom yang harus berdiri di atas kaki kita
sendiri, nmaka untuk nenperol eh devi sa sebanyak- banyaknya ekspor hasi |
kekayaan negara kita harus benar-benar diutanmakan guna nenperol eh
devisa itu, dan ol eh karena itu ekspor di perbesar dan di perlancar dan
segal a sesuatu yang nenghanbat |ancarnya proses pengeksporan | ebi h-
| ebi h yang nerugi kan harus didobrak dan ditertibkan sehingga tidak
terdapat |agi spekul asi dan nani pul asi yang sel al u nerugi kan rakyat
dan Negara. Qeh karena itu prosedure ekspor harus disederhanakan
supaya cepat segal a penyel esai annya, terutama dal am hal pengakuan,
peridzinan dan penetapan harganya, serta juga nelarang penjabat -
penj abat Penerintah di daerah nenungut bea yang |angsung atau tidak
nenber at kan kel ancar an ekspor .

O sanping itu Bank Indonesia atau atas perintahnya bank-bank di
daer ah-daerah harus nenberikan kredit-kredit kepada para eksportir
yang barangnya tel ah di kapal kan berdasarkan LC atau wesel yang bel um
di uangkan.

Surat pendorong produksi sebagai mana di atur dal am Peraturan Presiden
Republ i k I ndonesi a Nonor 13 Tahun 1964 tanggal 27 Maret 1964 pasal 2
ayat (3) yang nenyebut "SPP' dapat diperjual -belikan "hanya berl aku
bagi Snasta dan tidak untuk Perusahaan-perusahaan Negara. Jel asnya
Per usahaan- perusahaan Negara dilarang nenperjual-belikannya. D
sanpi ng itu, SPP hanya dapat di gunakan unt uk nenperol eh bar ang- bar ang
guna keper| uan produksi saja.

4., @Qina nenperol en hasil produksi untuk ekspor sebesar-besarnya dan

sebai k- bai knya, naka produksi terutama produksi rakyat harus (secara
tidak |angsung) dapat dikuasai dan diatur oleh Penerintah, artinya
setiap produksi untuk ekspor dapat disesuai kan dengan kebijaksanaan
dan program Penerintah. Wdttuk dapat menguasai dan nengatur produksi
rakyat i1tu, harus ada daya-perangsang kepada para produsen, yaitu
insentif ekonom, yang di antaranya dengan nenanpung barang- barang
hasil nereka secara nenguntungkan kedua belah fihak baik rakyat-
produsen naupun Penerintah, menberikan supply yang bai k atas barang-
barang yang nereka but uhkan dan insentif ekonom [ ai nnya.
O sanping itu arah penyal uran atau kanalisasi ekspor harus nenurut
negara konsumen yang benar-benar nenbutuhkan atas jenis barang
tertentu berdasarkan narketing yang tel ah di usahakan ol eh perwakil an
kita yang bersangkutan di luar negeri. Qeh karena itu narketing di
luar negeri harus diperluas dan benar-benar di usahakan secara aktif
dengan segal a ti ndakan-ti ndakannya yang nyat a.

Keenam PENUTUP.

1. Ket ent uan- ket ent uan dan put usan yang ber t ent angan dengan
kebi j aksanaan i ni di tangguhkan ber| akunya sanpai ditent ukan kenudi an.

2. Agar supaya segala ketentuan dalam keputusan ini dapat segera



direal i sasi kan, nenerintahkan kepada sermua Panglima Kesatuan Qper asi
dan Ketua Staf Komando Tertinggi (perasi Ekonom untuk dalam
bi dangnya nasi ng-masi ng nel aksanakannya dan nengatur |ebih |anjut
ketentuan peraturan ini serta nenbina tiap usaha dan Kkegi atan
pel aksanaannya.

Peraturan ini berlaku mulai hari ditetapkannya.
Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1964.
PRESI DEN PANGLI MA BESAR KOVANDO
TERTINGd CPERAS EKONOM,
Ttd.

SUKARNQ

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1964.
WAKI L SEKRETAR S NEGARA

Tt d.
SANTGSO S H

Brig. Jend. T.NI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHIN 1964 NOMCR 68



